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Menimbang : a.  bahwa sebagai tindak lanjut penyederhanaan birokrasi 

dan untuk mewujudkan organisasi Badan Pengawas 

Tenaga Nuklir yang lebih proporsional, efektif, dan efisien 

guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Badan 

Pengawas Tenaga Nuklir, perlu menata kembali 

organisasi dan tata kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir; 

  b.  bahwa Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir 

Nomor 01 Rev.2/K-OTK/V-04 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 

Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1 Tahun 2019 

tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Badan 

Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 Rev.2/K-OTK/V-04 

Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Pengawas Tenaga Nuklir sudah tidak sesuai dengan 

perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi 
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sehingga perlu diganti; 

  c.  bahwa penataan organisasi dan tata kerja Badan 

Pengawas Tenaga Nuklir sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a telah mendapat persetujuan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi;  

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas 

Tenaga Nuklir; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang 

Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3676);  

  2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 

Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan 

Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, 

Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan 

Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 323); 

  3. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit 

Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non 

Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 

tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden 

Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan 

Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah NonKementerian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 11); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWAS TENAGA 

NUKLIR. 

 

BAB I  

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI 

 

Pasal 1 

(1) Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disebut 

BAPETEN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Presiden. 

(2) BAPETEN dipimpin oleh Kepala dan dalam 

melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh menteri 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

ilmu pengetahuan dan teknologi.  

 

Pasal 2 

BAPETEN mempunyai tugas melaksanakan tugas 

pemerintahan di bidang pengawasan tenaga nuklir sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 3 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2, BAPETEN menyelenggarakan fungsi: 

a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di 

bidang pengawasan tenaga nuklir;  

b. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas 

BAPETEN;  

c. fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi 

pemerintah di bidang pengawasan tenaga nuklir; dan 

d. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi 

umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, 

organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, 

kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah 

tangga. 
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Pasal 4 

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3, BAPETEN mempunyai kewenangan: 

a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidang 

pengawasan tenaga nuklir; 

b. perumusan kebijakan di bidang pengawasan tenaga 

nuklir untuk mendukung pembangunan secara makro;  

c. penetapan persyaratan akreditasi dan sertifikasi di 

bidang pengawasan tenaga nuklir; dan 

d. kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yaitu: 

1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

pengawasan tenaga nuklir; 

2. perumusan kebijakan pengawasan pemanfaatan 

teknologi tinggi yang strategis di bidang pengawasan 

tenaga nuklir; 

3. penetapan pedoman pengawasan pemanfaatan 

tenaga nuklir; 

4. penjaminan kesejahteraan, keamanan, dan 

ketentraman masyarakat dari bahaya nuklir; 

5. penjaminan keselamatan dan kesehatan pekerja dan 

anggota masyarakat, serta perlindungan lingkungan 

hidup dari bahaya nuklir; dan 

6. pencegahan terjadinya perubahan tujuan 

pemanfaatan bahan nuklir. 
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BAB II 

SUSUNAN ORGANISASI 

 

Pasal 5 

Susunan organisasi BAPETEN, terdiri atas: 

a. Sekretariat Utama; 

b. Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi;  

c. Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir; dan 

d. Inspektorat. 

 

BAB III 

SEKRETARIAT UTAMA 

 

Bagian Kesatu 

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 

 

Pasal 6 

(1) Sekretariat Utama berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala. 

(2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama. 

 

Pasal 7 

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengoordinasikan 

perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap 

program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan 

BAPETEN. 

 

Pasal 8 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi: 

a. koordinasi kegiatan BAPETEN; 

b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan 

anggaran BAPETEN; 

c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang 

meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, 

kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, 

arsip, dan dokumentasi BAPETEN; 


